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DALIL DISERTASI

Keberhasilan implementasi kebijakan wajib belajar (Wajar) 9 tahun ditentukan
oleh komitmen dan konsistensi dukungan dari para pembuat kebijakan dan para
pelaksana kebijakan, serta perilaku sasaran wajar 9 tahun.

Koordinasi dan kerjasama yang intensif serta efektif antar para pelaksana
kebijakan Wajar 9 tahun berpengaruh terhadap hasil implementasi kebijakan
wajib belajar 9 tahun.

Kapasitas kelembagaan (pelaksana kebijakan) berpengaruh terhadap keberhasilan
implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun.

Ketersediaan dan kelengkapan SOP berpengaruh terhadap keberhasilan
implementasi kebijakan.

Faktor aksesibilitas, partisipasi aktif dari stakeholders dan masyarakat daerah
yang terkena dampak kebijakan menentukan kualitas kebijakan daerah.
Ketersediaan sumber daya (ketersediaan pelaksana, dana, sarpras, informasi dan
teknologi) dari sisi kuantitas dan kualitas berpengaruh terhadap keberhasilan
implementasi kebijakan.

Pendapatan asli daerah  berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam
melaksanakan otonomi pendidikan.

Rendahnya tingkat pendidikan suatu daerah berpengaruh terhadap rendahnya
peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) daerah bersangkutan.

Otonomi pendidikan dan komitmen kepala daerah berpengaruh pada kualitas
pendidikan suatu daerah.

Pencapaian tujuan suatu kebijakan dipengaruhi oleh proses implementasi
kebijakan yang bersangkutan.

Organisasi/lembaga pendidikan yang secara konsisten dan berkesinambungan
menerapkan sistem manajemen mutu dapat meningkatkan kualitas layanan dan

kepuasan pada peserta didik.



ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN
PROGRAM WAIJIB PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN DI KOTA
SERANG PROVINSI BANTEN

Oleh:
Milwan
NIM: DIP.02.102

Tim Promotor:
Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D.
Prof. Dr. Aries Djaenuri, MA.
Prof. Dr. Juntika, M.Pd.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah implementasi kebijakan wajib
pendidikan dasar 9 tahun di Kota Serang tahun 2014-2016 dilihat dari dimensi dan
determinan implementasi kebijakan publik. Teori yang dijadikan acuan utama dalam
penelitian ini yaitu teori tentang implementasi kebijakan yang menampilkan dua hal
utama yaitu dimensi dan determinan. Metode penelitian yang digunakan yaitu desain
penelitian kualitatif (studi kasus). Penentuan informan, peneliti menggunakan teknik
purposive dan snowball. Tehnik pengumpul data melalui wawancara mendalam,
observasi, dan teknik dokumentasi. Adapun hasil penelitian: 1) implementasi
kebijakan wajib pendidikan dasar 9 tahun di Kota Serang tahun 2014-2016 belum
berjalan sesuai dengan tujuan kebijakannya, yang tampak terlihat berupa hambatan:
a) Dimensi kinerja implementasi kebijakan yaitu sosialisasi target program dan
kerjasama antar organisasi masih rendah sehingga APK dan APM belum mencapai
target. b) Dimensi linearitas yaitu masalah ketersediaan dan kelengkapan SOP yang
berpihak pada kebutuhan masyarakat tidak tersedia lengkap. ¢) Dimensi efisiensi
yaitu ketersediaan sumber daya di bawah standar. 2) determinan yang mempengaruhi
ketidakkeberhasilan dari implementasi kebijakan wajib pendidikan dasar 9 tahun di
Kota Serang Tahun 2014-2016: a) faktor substansi kebijakan: tidak ada kejelasan
tentang ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan wajib pendidikan dasar 9
tahun di Kota Serang dan belum ada Peraturan Walikota yang mengatur lebih lanjut
tentang pendidikan dasar. b) faktor perilaku tugas pelaksana kebijakan : komitmen,
tingkat kinerja, kompetensi, dan ketaatan petugas pelaksana terhadap SOP masih
rendah. c¢) faktor interaksi jejaring kerja antar organisasi pelaksana: komunikasi dan
interaksi jejaring kerja antar organisasi pelaksana belum memanfaatkan kemajuan
teknologi di bidang media sosial. d) faktor partisipasi kelompok sasaran: partisipasi
masyarakat sasaran dan stake holders masih rendah (jumlah angka putus sekolah
masih cukup tinggi). e) faktor ketersediaan dana, pelaksana, peralatan, informasi dan

Vi



teknologi belum cukup baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Adapun
kontribusi keilmuan dari hasil penelitian ini yaitu menghasilkan model baru
implementasi kebijakan yaitu Model Kinerja Implementasi Kebijakan (KIK).

Keywords: kebijakan pendidikan, dimensi kebijakan, determinan kebijakan, wajib
belajar
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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT POLICY IN THE IMPLEMENTATION OF
COMPULSORY 9 YEARS BASIC EDUCATION IN SERANG CITY
BANTEN PROVINCE

By:
Milwan
NIM: DIP.02.102

Promotor Team:
Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D.
Prof. Dr. Aries Djaenuri, MA.
Prof. Dr. Juntika, M.Pd.

The problem in this research is how is the implementation of compulsory 9 years
basic education policy in Serang City 2014-2016 seen from dimension and
determinant of public policy implementation. Theory that used as the main reference
in this research is the theory of policy implementation which presents two main
things namely dimension and determinant. The research method used is qualitative
research design (case study). Determination of informants, researchers using
purposive and snowball techniques. Data collecting techniques through in-depth
interviews, observation, and documentation techniques. The results of the research:
1) the implementation of compulsory 9 years basic education policy in Serang City
2014-2016 has not been run in accordance with the policy objectives, which appear
to be seen as a barrier: a) The performance dimension of policy implementation,
socialization of program targets and cooperation among organizations is still low
APK and APM have not reached the target. b) The linearity dimension is the problem
of availability and completeness of SOP in favor of the needs of the community is not
available fully. ¢) Dimensional efficiency is the availability of resources below the
standard. 2) determinants affecting the non-success of the implementation of
compulsory 9 years basic education policy in Serang City 2014-2016: a) the policy
substance factor: there is no clarity about basic measures and mandatory 9 years
compulsory education policy objectives in Serang City and there is no Mayor
Regulation that regulates further on basic education. b) behavioral factors of policy
implementing tasks: commitment, level of performance, competence, and compliance
of the executing officer to SOP is still low. ¢) the interaction factor of networks
among implementing organizations: communication and interaction of networks
between implementing organizations have not utilized technological progress in the
field of social media. d) target group participation factor: target community
participation and stake holders are still low (the number of drop out rates is still high
enough). e) factors availability of funds, implementers, equipment, information and
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technology is not good enough in terms of quantity and quality. The scientific
contribution of the results of this study is to produce a new model of policy
implementation that is performance model of policy implementation.

Keywords: education policy, policy dimensions, policy determinants, compulsory
education
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ABSTRAK DISERTASI

Judul Disertasi Implementasi ~ Kebijakan ~ Pemerintah

Dalam Penyelenggaraan Program Wajib
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kota
Serang Provinsi Banten

Subjek . 1. Implementasi kebijakan pemerintah
bidang pendidikan
2. Wajib pendidikan dasar 9 tahun Kota
Serang
3. Dimensi implementasi kebijakan
4. Determinan implementasi kebijakan

Program Studi : Doktor IImu Pemerintahan
Konsentrasi : Kebijakan Publik
Tim Promotor . 1. Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D.

2. Prof. Dr. Aries Djaenuri, MA.

3. Prof. Dr. Juntika, M.Pd.
Tahun Kelulusan :
Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengapa implementasi kebijakan wajib
pendidikan dasar 9 tahun di Kota Serang belum dapat mewujudkan tujuan
kebijakan wajib pendidikan dasar 9 tahun, dilihat dari dimensi dan determinan
implementasi  kebijakan publik. Teori yang dijadikan acuan utama dalam
penelitian ini yaitu teori Muchlis Hamdi (2014) tentang implementasi kebijakan
yang menampilkan dua hal utama yaitu dimensi dan determinan. Metode
penelitian yang digunakan yaitu desain penelitian kualitatif (eksploratif); untuk
menentukan key informan, peneliti menggunakan teknik purposive dan snowball;
tehnik pengumpul data: wawancara mendalam, observasi, dan teknik
dokumentasi. Adapun hasil penelitian, antara lain: 1) implementasi kebijakan
wajib pendidikan dasar 9 tahun di Kota Serang tahun 2014-2016 belum berjalan
sesuai dengan tujuan kebijakannya, yang tampak terlihat berupa hambatan: a)
dari dimensi produktivitas yaitu sosialisasi target program yang rendah dan
masalah ketersediaan dan keakuratan data program yang dibutuhkan.; b) dari
dimensi linearitas yaitu masalah ketersediaan dan kelengkapan SOP yang
berpihak pada kebutuhan masyarakat tidak tersedia lengkap; c) dari dimensi
efisiensi yaitu ketersediaan sumber daya di bawah standar; 2) determinan yang
mempengaruhi ketidakkeberhasilan dari implementasi kebijakan wajib pendidikan
dasar 9 tahun di Kota Serang Tahun 2014-2016: a) dari sisi substansi kebijakan:




tidak ada kejelasan tentang ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan
wajib pendidikan dasar 9 tahun di Kota Serang dan belum dilengkapi dengan
Peraturan Walikota yang mengatur lebih lanjut tentang pendidikan dasar, b) dari
sisi perilaku tugas pelaksana kebijakan : komitmen, tingkat kinerja, kompetensi,
dan ketaatan petugas pelaksana terhadap SOP masih kurang memuaskan, c) dari
sisi interaksi jejaring kerja antar organisasi pelaksana: komunikasi dan interaksi
jejaring kerja antar organisasi pelaksana belum memanfaatkan kemajuan
teknologi di bidang media sosial; d) dari sisi partisipasi kel ompok sasaran:
partisipasi masyarakat sasaran belum memuaskan (jumlah angka putus sekolah
masih cukup tinggi); e) dari sisi ketersediaan pelaksana, peralatan, informasi dan
teknologi belum memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Teori
Hamdi (2014) relevan dijadikan acuan implementasi kebijakan wajib pendidikan
dasar 9 tahun di Kota Serang, namun perlu ada penambahan indikator baik
untuk dimensi maupun determinannya. Adapun kontribusi keilmuan dari hasil
penelitian ini yaitu menghasilkan model teoretis baru implementasi kebijakan
yang selalu menampilkan dimensi dan determinan secara bersamaan.

Keywords: implementasi kebijakan pemerintah bidang pendidikan,
wajib pendidikan dasar 9 tahun, dimensi dan determinan
implementasi kebijakan

10.

Abstract

The problem in this research is why the implementation of compulsory 9 years
basic education policy in Serang City has not been able to realize the compulsory
policy objective of 9 years basic education, seen from the dimension and
determinant of public policy implementation. The main reference theory in this
research is Muchlis Hamdi's theory (2014) about policy implementation which
shows two main things, namely dimension and determinant. The research method
used is qualitative research design (explorative); to determine key informants,
researchers used purposive and snowball techniques; data collecting techniques:
in-depth interviews, observation, and documentation techniques. The results of the
research, among others: 1) the implementation of compulsory 9 years basic
education policy in Serang City 2014-2016 has not been run in accordance with
the policy objectives, which looks like a barrier: a) from the dimensions of
productivity that is the socialization of low program targets and availability issues
and the accuracy of program data required; b) from the linearity dimension that is
the problem of availability and completeness of SOP in favor of the needs of the
community is not available fully; c) from the dimension of efficiency ie the
availability of substandard resources; 2) determinants that affect the non-success
of the implementation of compulsory basic education policy 9 years in Serang City
2014-2016 years: a) in terms of the substance of the policy: there is no clarity
about the basic measures and objectives of compulsory 9 years basic education
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policy in Serang City and not yet equipped with Mayor Regulations that
further regulate basic education; b) in terms of behavior of policy
implementers : the commitment, the level of performance, competence, and the
compliance of the executing officers to the SOP are still unsatisfactory;
c) from the interaction side of the network among implementing organizations:
communication and interaction between the implementing organizations have
not utilized technological progress in social media; d) in terms of participation
of target kelepok: target community participation is not satisfactory (number of
drop out rate still high enough); e) in terms of availability of implementers,
equipment, information and technology has not been adequate both in terms of
quantity and quality. Hamdi theory (2014) is relevant as the reference for the
implementation of compulsory 9 years basic education policy in Serang City,
but there needs to be additional indicators for both dimensions and
determinants. The scientific contribution of the results of this study is to
produce a new theoretical model of policy implementation that always displays
dimensions and determinants simultaneously.

Keywords: implementation of government policy in the field of education,
compulsory basic education 9 years, the dimensions and
determinants of policy implementation
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